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ANALISIS ARTIKEL 1 

 

A. IDENTITAS ARTIKEL 

Judul artikel : Penguatan Transparansi dalam Mendukung Reformasi Birokrasi pada 

Penyelenggaraan Layanan Publik 

Publikasi   : Ombudsman Republik Indonesia 

Tahun  : 2024 

Penulis  : Florencya Kezia Nuhan, Kartika Purwaningtyas 

Website : https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--penguatan 

transparansi-dalam-mendukung-reformasi-birokrasi-pada-

penyelenggaraan-layanan-publik 

 

B. DESKRIPSI ARTIKEL 

Artikel ini berisi analisis mengenai pentingnya transparansi sebagai fondasi 

reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Ditulis oleh Ombudsman RI, artikel ini 

bertujuan memberikan pemahaman bagi birokrat, pembuat kebijakan, dan masyarakat 

tentang bagaimana keterbukaan informasi dapat memperkuat akuntabilitas dan 

membangun birokrasi yang bersih, profesional, serta melayani publik dengan optimal. 

Analisis Artikel 

Artikel ini menekankan bahwa praktik maladministrasi termasuk penundaan 

layanan, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, dan perilaku tidak etis menjadi 

hambatan utama bagi tercapainya birokrasi yang efektif dan akuntabel. Penulis 

menggarisbawahi bahwa transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi 

strategis untuk mencegah praktik-praktik maladministrasi tersebut. Dengan keterbukaan 

informasi mengenai proses layanan publik, masyarakat memiliki kesempatan untuk 

mengawasi, memberikan masukan, dan mengevaluasi kinerja birokrat secara aktif. Data 

dari Ombudsman (2023) menunjukkan bahwa penguatan transparansi berkontribusi nyata 

terhadap peningkatan kepatuhan instansi terhadap standar pelayanan publik. Selain itu, 

artikel ini menekankan peran partisipasi publik sebagai kontrol sosial yang memperkuat 

reformasi birokrasi: keterlibatan masyarakat memastikan bahwa perubahan tidak hanya 

bersifat top-down, tetapi berjalan secara partisipatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, 

artikel ini menggambarkan transparansi sebagai pilar utama untuk membangun birokrasi 

yang bersih, akuntabel, dan melayani kepentingan publik secara nyata. 

https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--penguatan%20transparansi-dalam-mendukung-reformasi-birokrasi-pada-penyelenggaraan-layanan-publik
https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--penguatan%20transparansi-dalam-mendukung-reformasi-birokrasi-pada-penyelenggaraan-layanan-publik
https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--penguatan%20transparansi-dalam-mendukung-reformasi-birokrasi-pada-penyelenggaraan-layanan-publik


 

Kesimpulan 

Dari artikel ini, dapat disimpulkan bahwa penguatan transparansi merupakan 

prasyarat utama dalam reformasi birokrasi Indonesia. Keberhasilan reformasi tidak hanya 

bergantung pada perbaikan prosedur internal, tetapi juga pada keterbukaan informasi yang 

dapat diakses masyarakat. Partisipasi publik menjadi elemen kunci untuk memastikan 

birokrasi tetap akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Dengan 

membudayakan transparansi dan melibatkan masyarakat secara nyata, birokrasi Indonesia 

dapat bergerak menuju pemerintahan yang bersih, responsif, dan benar-benar melayani 

kepentingan publik. Reformasi birokrasi yang efektif, oleh karena itu, memerlukan 

kombinasi strategi struktural, budaya organisasi yang transparan, dan kontrol sosial aktif 

agar perubahan dapat berkelanjutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS ARTIKEL 2 

A. IDENTITAS ARTIKEL 

Judul artikel : Masa Depan Akuntansi Sektor Publik Syariah di Indonesia: Peluang 

     Dan Tantangan   

Publikasi  : Kompasiana 

Tahun  : 2024 

Penulis  : Agus Arwani 

Website 

https://www.kompasiana.com/agusarwani2024/66b1d30ac925c428aa6fc105/masa depan-

akuntansi-sektor-publik-syariah-di-indonesia-tantangan-dan-peluang 

 

B. DESKRIPSI ARTIKEL 

Artikel ini membahas perkembangan dan prospek akuntansi sektor publik 

berbasis prinsip syariah di Indonesia. Ditulis untuk memberikan pemahaman tentang 

bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan publik, sekaligus 

menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya reformasi sektor publik 

berbasis syariah. Artikel ini relevan untuk akademisi, mahasiswa, praktisi akuntansi, dan 

pembuat kebijakan yang ingin memahami implementasi akuntansi syariah di tingkat 

publik. 

Analisis Artikel 

Artikel ini menekankan bahwa Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di 

dunia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan akuntansi sektor publik berbasis 

prinsip syariah. Penerapan akuntansi syariah di sektor publik tidak hanya bertujuan 

memenuhi aspek religius, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan 

efisiensi pengelolaan keuangan negara. 

Penulis mengidentifikasi sejumlah tantangan yang signifikan. Rendahnya 

pemahaman mengenai akuntansi syariah di kalangan aparatur pemerintah, keterbatasan 

infrastruktur, serta belum adanya regulasi yang menyeluruh menjadi hambatan utama. 

Banyak instansi pemerintah masih menggunakan sistem akuntansi konvensional dan 

belum siap beralih ke sistem syariah, sehingga diperlukan edukasi, pelatihan, dan 

pengembangan sistem yang memadai agar transisi dapat berjalan lancar. 

Di sisi lain, artikel ini menyoroti peluang strategis yang dapat dimanfaatkan. 

Dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah yang semakin meningkat, kesadaran 

https://www.kompasiana.com/agusarwani2024/66b1d30ac925c428aa6fc105/masa%20depan-akuntansi-sektor-publik-syariah-di-indonesia-tantangan-dan-peluang
https://www.kompasiana.com/agusarwani2024/66b1d30ac925c428aa6fc105/masa%20depan-akuntansi-sektor-publik-syariah-di-indonesia-tantangan-dan-peluang


masyarakat terhadap prinsip syariah, serta potensi kerja sama internasional menjadi modal 

penting dalam pengembangan akuntansi sektor publik syariah. Indonesia memiliki 

kesempatan menjadi pionir di tingkat global, tidak hanya untuk kepentingan nasional, 

tetapi juga sebagai contoh bagi negara-negara Muslim lainnya. Penulis juga menekankan 

peran akademisi dan lembaga pendidikan dalam mengintegrasikan kurikulum akuntansi 

syariah untuk menghasilkan generasi yang kompeten dalam pengelolaan keuangan publik 

berbasis prinsip syariah. 

Kesimpulan 

Penerapan akuntansi sektor publik berbasis syariah di Indonesia memiliki prospek 

yang menjanjikan jika dilakukan dengan pendekatan terstruktur dan kolaboratif. 

Tantangan seperti keterbatasan pemahaman, infrastruktur, dan regulasi dapat diatasi 

melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan kebijakan pemerintah. Keberhasilan 

implementasi tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan 

publik, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai pionir akuntansi publik syariah di 

tingkat global, sekaligus memperkuat ekonomi syariah nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS ARTIKEL 3 

 

A. IDENTITAS ARTIKEL 

Judul artikel : Digita Governance yang Partisipatif: Peran Publik, Kepemimpinan 

     Digital, dan Pengawasan Pelayanan Publik 

Publikasi  : Ombudsman Republik Indonesia 

Tahun  : 2025 

Penulis  : Patnuaji Agus Indarto 

Website 

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--digital-governance-yang-partisipatif-peran-

publik-kepemimpinan-digital-dan-pengawasan-pelayanan-publik 

 

B. DESKRIPSI ARTIKEL 

Artikel ini membahas konsep digital governance dalam konteks pelayanan publik 

di Indonesia, dengan fokus pada pentingnya partisipasi masyarakat, kepemimpinan digital 

birokrasi, dan pengawasan pelayanan publik melalui platform digital. Artikel menekankan 

bahwa transformasi digital tidak hanya soal penerapan teknologi, tetapi juga tentang 

bagaimana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pemerintahan agar layanan 

publik menjadi lebih transparan, responsif, dan akuntabel. 

Analisis Artikel 

Artikel menjelaskan bahwa digital governance merupakan paradigma tata kelola 

pemerintahan yang menempatkan warga negara sebagai peserta aktif dalam layanan 

publik. Teknologi informasi membuka ruang partisipasi, memungkinkan masyarakat 

memberikan masukan, kritik, dan saran secara langsung melalui platform digital. 

Ombudsman RI berperan penting dalam memastikan pengaduan warga diproses dengan 

cepat dan adil, sekaligus menganalisis data pengaduan untuk mengidentifikasi 

maladministrasi dan memberikan rekomendasi perbaikan. 

Kepemimpinan digital birokrasi juga menjadi sorotan, di mana pejabat publik 

harus mampu mengintegrasikan data dan teknologi untuk menciptakan sistem pelayanan 

berbasis bukti dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Artikel ini menyoroti tantangan 

seperti kesenjangan infrastruktur digital, literasi digital yang belum merata, dan resistensi 

budaya birokrasi. Tanpa komitmen politik dan pembangunan kapasitas kelembagaan, 

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--digital-governance-yang-partisipatif-peran-publik-kepemimpinan-digital-dan-pengawasan-pelayanan-publik
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--digital-governance-yang-partisipatif-peran-publik-kepemimpinan-digital-dan-pengawasan-pelayanan-publik


digital governance berisiko menimbulkan eksklusi digital, bukan pemerintahan yang 

inklusif. 

Kesimpulan 

Digital governance harus dipahami sebagai transformasi yang menggabungkan 

teknologi, partisipasi publik, dan pengawasan untuk menciptakan pemerintahan yang 

transparan, bertanggung jawab, dan melayani masyarakat. Keberhasilan transformasi 

digital sangat bergantung pada kepemimpinan birokrasi yang visioner, sistem pengawasan 

yang efektif, literasi digital masyarakat yang memadai, serta mekanisme pengaduan yang 

responsif. Dengan kombinasi elemen-elemen tersebut, birokrasi dapat menjadi lebih 

adaptif, efisien, dan benar-benar melayani rakyat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS JURNAL NASIONAL 1 

 

A. IDENTITAS JURNAL 

Judul jurnal : Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik dan Elemennya untuk 

  Penilaian Akuntabilitas serta Kinerja Pemerintah Daerah 

Nama penulis : Fadilatul Jannah, Yedida Cahya A. P. 

Tahun terbit : 2022 

ISSN  : 2827-7694 

Jurnal   :  JAMANTA: Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA 

 

B. DESKRIPSI JURNAL 

Pendahuluan  

Pelaporan keuangan pada sektor publik berfungsi sebagai wujud transparansi 

serta akuntabilitas pemerintah dalam mengelola anggaran negara dan daerah. Penyusunan 

laporan ini mendukung prinsip good governance dengan menyediakan informasi yang 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, auditor, lembaga legislatif, dan pihak lain yang 

membutuhkan. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan kewajiban pemerintah 

daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas 

publik. Proses penyajian laporan keuangan membutuhkan peran akuntan sektor publik, 

mulai dari pengumpulan hingga penyampaian informasi keuangan. 

Dalam jurnal ini, penulis juga menyoroti kasus PT Cipta Daya Nusantara Manado tahun 

2010–2012 yang menunjukkan bahwa meskipun tingkat likuiditas relatif stabil, adanya 

masalah dalam manajemen kas dan menurunnya profitabilitas dapat memicu kerentanan 

terhadap kebangkrutan. 

Metode 

Penelitian menerapkan metode studi kasus dan analisis deskriptif untuk 

menggambarkan kondisi keuangan sektor publik melalui interpretasi data laporan 

keuangan. Informasi yang disajikan harus sesuai dengan keadaan sebenarnya agar dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam pengambilan keputusan. 

Hasil dan Pembahasan 

Laporan keuangan sektor publik merupakan dokumen yang mencatat transaksi dan posisi 

keuangan suatu entitas pemerintahan. Selain sebagai sarana pertanggungjawaban, laporan 



ini juga digunakan untuk mengukur kinerja, menyediakan data sebagai dasar keputusan, 

dan memperlihatkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. 

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang relevan terkait posisi 

keuangan, kinerja, serta aliran kas bagi berbagai pemangku kepentingan, baik masyarakat, 

investor, kreditor, hingga aparatur pemerintah sendiri.Jurnal ini menekankan bahwa 

laporan keuangan yang disusun dengan baik mampu: 

• meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, 

• memberikan gambaran mengenai perkembangan kinerja pemerintah daerah, 

• mendukung proses perencanaan dan evaluasi, 

• serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. 

Kesimpulan 

Laporan keuangan merupakan elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas 

sektor publik dan sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan pemerintah. Informasi yang 

terdapat di dalamnya bermanfaat bagi internal organisasi sebagai instrumen evaluasi dan 

pengendalian, sementara bagi pihak eksternal berperan sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Secara keseluruhan, akuntansi sektor publik mendukung transparansi dan 

membantu meningkatkan kualitas laporan serta pengelolaan keuangan pada tingkat 

pemerintahan. 

 

C. DAFTAR PUSTAKA 

Putri, Y. C. A. P., & Jannah, F. (2022). Analisa Laporan Keuangan Sektor Publik dan 

Elemennya untuk Penilaian Akuntabilitas serta Kinerja Pemerintah Daerah. 

JAMANTA: Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA, 2(1), 26–33. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS JURNAL NASIONAL 2 

 

A. IDENTITAS JURNAL 

Judul jurnal : Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik di Indonesia 

Nama penulis : Harumi Puspa & Doddy Setiawan 

Tahun terbit : 2019 

ISSN (Print) : 2302-6251 

ISSN (Online) : 2477-4995 

Jurnal  : Jurnal Akuntansi dan Pendidikan 

 

B. DESKRIPSI JURNAL 

Pendahuluan  

Jurnal ini membahas perkembangan penelitian akuntansi sektor publik yang 

mengalami perubahan signifikan dari sistem tradisional menuju paradigma New Public 

Management (NPM). Perubahan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah 

yang memberikan kewenangan lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengelola 

urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, minat 

terhadap penelitian akuntansi sektor publik semakin meningkat di Indonesia, yang terlihat 

dari bertambahnya jurnal pada jurnal terakreditasi nasional. Penulis menegaskan bahwa 

riset terkait akuntansi sektor publik tidak hanya berkembang di dalam negeri tetapi juga 

menjadi perhatian di berbagai negara. 

Metode 

Penelitian menggunakan metode “charting the field”, yaitu teknik pemetaan 

penelitian berdasarkan topik dan metode penelitian. Pendekatan ini mengikuti model yang 

dikembangkan Hesford et al. (2007). 

Jurnal yang dianalisis merupakan publikasi dari 22 jurnal terakreditasi SINTA 2 

hingga Maret 2019 yang relevan dengan kata kunci akuntansi dan bisnis. Peneliti 

mengidentifikasi tema penelitian dan metode yang digunakan untuk melihat 

kecenderungan perkembangan riset dalam periode tertentu. 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini mengkaji 137 jurnal mengenai akuntansi sektor publik yang 

dipublikasikan antara tahun 2010–2018 pada 22 jurnal terakreditasi. Jurnal yang memuat 

artikel paling banyak adalah Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL). Topik dominan 



dalam penelitian akuntansi sektor publik meliputi pengungkapan laporan keuangan, 

akuntabilitas kinerja, dan flypaper effect. Sementara itu, topik seperti sistem akuntansi 

sektor publik dan perpajakan masih jarang diteliti. Dari segi metode, penelitian kuantitatif 

mendominasi dengan persentase 70%, sedangkan metode kualitatif menyumbang 28%. 

Metode penelitian yang paling sering digunakan adalah survei (34%) dan archival (32%). 

Penelitian eksperimental sangat jarang ditemukan, sehingga menjadi peluang yang dapat 

dikembangkan dalam penelitian selanjutnya. 

Kesimpulan 

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa meskipun penelitian akuntansi sektor publik 

meningkat, masih terdapat banyak tema yang belum dieksplorasi secara mendalam. Topik-

topik yang kurang mendapat perhatian dapat menjadi potensi penelitian yang menarik 

untuk dikembangkan. Penulis menekankan pentingnya variasi metode penelitian, terutama 

metode eksperimen yang masih sangat terbatas penggunaannya. 

 

C. DAFTAR PUSTAKA 

Rizky, H. P., & Setiawan, D. (2019). Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik 

di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 8(2), 94–116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS JURNAL NASIONAL 3 

 

A. IDENTITAS JURNAL 
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Nama penulis : Putri Ariella Belinda, Nevi Costari 

Tahun terbit : 2011 

ISSN  : 2827-7694 

Jurnal  : JAMANTA: Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA 

 

B. DESKRIPSI JURNAL 

Pendahuluan  

Jurnal ini membahas urgensi penerapan sistem akuntansi sektor publik dalam 

instansi pemerintah sebagai bagian dari tata kelola yang transparan dan akuntabel. Penulis 

menekankan bahwa dengan semakin kompleksnya pengelolaan dana publik, maka 

kebutuhan akan mekanisme akuntansi yang tepat menjadi semakin mendesak. Hal ini 

terkait dengan tuntutan publik terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana serta 

efektivitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. 

Metode 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif analitis dengan memanfaatkan 

data sekunder dan studi literatur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

implementasi akuntansi sektor publik dan dampaknya terhadap transparansi serta 

akuntabilitas instansi pemerintahan. Analisis menyajikan temuan berdasarkan tinjauan 

pustaka dan kajian empiris yang relevan di Indonesia. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa instansi pemerintah yang telah 

mengimplementasikan akuntansi sektor publik dengan baik mampu: 

1. menyediakan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan dapat dipercaya; 

2. meningkatkan efisiensi pengelolaan dana publik sehingga berdampak pada kinerja 

keuangan yang lebih baik; 

3. mendorong partisipasi publik dan memfasilitasi akuntabilitas melalui keterbukaan 

informasi. 



Namun, penelitian juga menemukan sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya 

manusia yang ahli di bidang akuntansi sektor publik, regulasi yang sering berubah, serta 

teknologi informasi yang belum optimal mendukung pelaporan keuangan. Penulis 

menyoroti bahwa meskipun akuntansi sektor publik telah menjadi perhatian, banyak 

instansi yang belum melaksanakan dengan optimal. 

Kesimpulan 

Penerapan akuntansi sektor publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana publik. Instansi pemerintah 

yang menjalankan sistem tersebut secara benar akan memperoleh manfaat signifikan 

dalam hal pelaporan, pengendalian internal, dan kepercayaan publik. Namun demikian, 

keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kesiapan regulasi, kompetensi SDM, 

dan dukungan teknologi. 

Dijelaskan pula bahwa akuntansi sektor publik dapat membantu instansi 

pemerintah dalam mengelola pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban dengan lebih 

terstruktur, sehingga kinerja keuangan pemerintah dapat dilihat dengan jelas. Jurnal ini 

menyarankan agar instansi memperkuat kapasitas akuntansi, memperjelas regulasi, dan 

meningkatkan infrastruktur TI agar implementasi akuntansi sektor publik dapat maksimal. 

 

C. DAFTAR PUSTAKA 

Belinda, P. A., & Costari, N. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik 

dalam Suatu Instansi Pemerintahan. JAMANTA: Jurnal Mahasiswa Akuntansi 

UNITA, 1(1), 58–77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL 1 

 

A. IDENTITAS JURNAL 

Judul jurnal  : Bridging Between Financial Performance and Goverment  

Perfoemance: The Role of Publik Sector Accounting in   

Realizing Good Governance 

Nama penulis  : Wahyu Setyawan 

Tahun terbit  : 2025 

Nama jurnal  : Journal of Management Economics and Accounting 

Vol dan halaman  : Vol. 2 No. 2 

ISSN jurnal  : 3047-602X 

 

B. DESKRIPSI JURNAL 

Tujuan 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana akuntansi sektor 

publik berperan sebagai “jembatan” antara kinerja keuangan dan kinerja pemerintah dalam 

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini 

ingin menyoroti sejauh mana penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, mekanisme 

audit, pemanfaatan teknologi, serta integrasi prinsip keberlanjutan termasuk SDGs dapat 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengambilan keputusan 

pemerintah. Selain itu, penelitian bertujuan menilai berbagai hambatan yang muncul 

dalam implementasi akuntansi sektor publik serta menawarkan solusi berdasarkan temuan-

literatur untuk mendorong praktik akuntabilitas yang lebih kuat dalam pengelolaan 

keuangan negara. 

Hasil Penelitian 

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual 

memberikan dampak besar dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan 

keuangan pemerintah. Sistem akrual memungkinkan pemerintah mencatat aset, kewajiban, 

dan arus keuangan secara lebih lengkap sehingga informasi fiskal menjadi lebih akurat dan 

relevan. Temuan dari berbagai penelitian yang dianalisis juga memperlihatkan bahwa 

sistem akrual membantu lembaga pengawas seperti BPK dalam mengidentifikasi potensi 

penyimpangan, meningkatkan efektivitas audit, dan memperkecil peluang korupsi. Namun 

demikian, penelitian juga menemukan berbagai tantangan signifikan, seperti keterbatasan 



SDM, kurangnya pelatihan teknis, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta 

resistensi birokrasi terhadap perubahan. Hasil lainnya menegaskan bahwa akuntansi sektor 

publik bukan hanya alat pelaporan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk 

meningkatkan kualitas keputusan pemerintah melalui data yang lebih valid, terutama 

dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Integrasi indikator SDGs dalam pelaporan 

keuangan terbukti mampu memperbaiki arah kebijakan dan prioritas anggaran, meskipun 

implementasinya masih terhambat oleh ketimpangan data, kurangnya pemahaman konsep 

keberlanjutan, serta belum harmonisnya regulasi nasional dengan standar internasional. 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi sektor publik 

memiliki peran kunci dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan 

sistem akrual membuat laporan keuangan lebih akurat, transparan, dan mudah 

dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung efisiensi dalam pengelolaan anggaran. 

Audit independen serta pengawasan berbasis teknologi memperkuat integritas laporan 

keuangan dan membantu mencegah korupsi. Dengan demikian, akuntansi sektor publik 

menjadi bukan hanya alat administratif, tetapi juga mekanisme strategis dalam 

meningkatkan kinerja pemerintah dan membangun kepercayaan publik. 

Selain itu, integrasi prinsip keberlanjutan dan SDGs dalam pelaporan keuangan 

pemerintah dianggap sangat penting untuk mendukung pembangunan jangka panjang yang 

inklusif dan berkelanjutan. Meskipun masih terdapat berbagai hambatan seperti 

keterbatasan SDM, kurangnya standar pelaporan yang seragam, dan keterbatasan 

teknologi, solusi yang ditawarkan meliputi penguatan pelatihan, harmonisasi kebijakan, 

modernisasi sistem informasi, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan 

langkah-langkah tersebut, akuntansi sektor publik diharapkan mampu menjadi fondasi 

kuat dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan 

berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 
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B. DESKRIPSI JURNAL 

Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran dan pengaruh 

penerapan akuntansi sektor publik dalam mencegah terjadinya fraud atau kecurangan pada 

sektor publik, khususnya di PT PLN UP3 Binjai pada era digital. Peneliti ingin memahami 

bagaimana sistem akuntansi sektor publik dapat digunakan sebagai perangkat pencegahan, 

terutama dalam mengurangi kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi yang sering menjadi 

pemicu fraud sebagaimana dijelaskan dalam teori Fraud Triangle. Selain itu, penelitian ini 

juga bertujuan menggali bagaimana akuntansi sektor publik yang dikombinasikan dengan 

internal control serta pemanfaatan teknologi digital mampu memperkuat sistem 

pengawasan dan meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan data, manipulasi 

anggaran, dan bentuk-bentuk korupsi lainnya. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti ingin 

memperoleh gambaran mendalam dari perspektif organisasi, khususnya melalui 

wawancara dengan Satuan Pengawas Internal (SPI), terkait upaya-upaya nyata yang 

dilakukan untuk mencegah fraud di lingkungan PT PLN UP3 Binjai. 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraud di sektor publik, terutama dalam era 

digital, sering terjadi karena penyalahgunaan teknologi, kurangnya pemahaman pegawai 

terhadap penggunaan sistem digital, serta adanya peluang yang muncul dari lemahnya 

pengendalian internal. Berdasarkan wawancara dengan Satuan Pengawas Internal, 



ditemukan bahwa bentuk-bentuk fraud yang muncul meliputi manipulasi data, 

memanfaatkan celah sistem digital untuk keuntungan pribadi, serta memanfaatkan 

kesalahan manusia (human error) yang terjadi akibat keterbatasan literasi digital pegawai. 

Penelitian juga menegaskan bahwa akuntansi sektor publik memiliki peran signifikan 

dalam mencegah fraud jika dijalankan secara konsisten melalui tujuh elemen utama, yaitu 

perencanaan publik, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan 

jasa, pelaporan keuangan, audit sektor publik, dan akuntabilitas publik. Ketujuh elemen 

ini, apabila diterapkan dengan baik dan terintegrasi dengan teknologi digital, mampu 

memberikan transparansi yang lebih tinggi, mempersempit ruang manipulasi, dan 

mempercepat deteksi bila terjadi penyimpangan. 

Selain itu, penelitian menemukan bahwa fraud di PT PLN UP3 Binjai dapat 

diminimalisasi melalui kombinasi strategi teknis, strategi paradigma ganda, dan strategi 

preventif. Strategi teknis dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti sistem 

pelaporan cepat, pemantauan akses data secara real time, dan penggunaan perangkat 

keamanan digital yang dikendalikan oleh petugas keamanan data (privacy officer). Strategi 

paradigma ganda lebih menekankan pada pembentukan budaya anti-fraud dan 

memperkuat integritas pegawai melalui pengawasan dan sosialisasi etika kerja. Sedangkan 

strategi preventif mencakup penggunaan algoritma, data mining, dan sistem deteksi dini 

untuk mengenali pola fraud. Hasil analisis memperlihatkan bahwa penerapan akuntansi 

sektor publik yang baik, didukung oleh pengawasan internal yang kuat dan teknologi 

digital yang tepat, secara nyata mampu menekan peluang terjadinya fraud dalam 

operasional PT PLN UP3 Binjai. 

Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik fraud di sektor publik pada era 

digital umumnya dipicu oleh pemanfaatan teknologi digital secara tidak tepat, baik karena 

kesengajaan maupun kurangnya kemampuan dan pemahaman pegawai dalam 

menggunakan sistem digital. Fraud muncul ketika teknologi memberikan celah baru yang 

bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memanipulasi data, menutupi penyimpangan, 

atau mengambil keuntungan pribadi dari kelemahan sistem informasi. Oleh karena itu, 

penerapan akuntansi sektor publik tidak hanya sekadar sistem pencatatan, tetapi menjadi 

instrumen penting yang dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas 

pengawasan di lingkungan instansi publik. 

Lebih lanjut, kesimpulan menunjukkan bahwa akuntansi sektor publik mampu 

mencegah fraud di PT PLN UP3 Binjai apabila diterapkan dengan mempertimbangkan 



faktor-faktor yang mempengaruhi fraud seperti akuntabilitas kinerja, integritas sistem, dan 

kualitas pengendalian internal. Upaya pencegahan harus disertai penerapan strategi teknis 

berbasis digital, pendekatan paradigma ganda yang menekankan budaya anti-fraud, serta 

strategi preventif yang memanfaatkan teknologi analitik dan sistem deteksi dini. Dengan 

penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan literasi digital, dan konsistensi 

penerapan akuntansi sektor publik, institusi dapat memperkecil peluang terjadinya fraud 

dan meningkatkan kualitas tata kelola yang lebih bersih dan akuntabel. 
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